BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Menimbang

Mengingat

el

(]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 avat
(1) huruf ¢ Undang-Uadang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Desa, dan Pasal 97 Peraturan Pemerintoh Nomor 13 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201¢ tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor <43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saiah satu sumber
pendapatan Desa acalah bag! hasil pajak dasrah dan retribusi
Daerah;

.bhahwa herdasarkan pertimhangan sebagzimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Bagi Hasil Paak
Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa dengan Peraturan
Bupati;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur juncte Undang-Undzng Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Sarabava (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahar Lembaran
Negzera Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribus: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tamhahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 504€);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S234) sebagaimanz telah
diukah dengan Undang-Undang Nomor 1% Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembarar Negara Repubslik Indenesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoar 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan  Peomerintahh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Nepara Republik Incdonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahen Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 553Y) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nuimor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuken Produk Hukum Dacrah (Berila Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Persturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonecsia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturzn Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011
tentang FPFajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nemor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55| sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luamajang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Psrubahar Atas Peraluran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Dacrah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribus) Pelavanan Persampahan Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajeng Tahun 2011 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
D7) sebagsimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajeng Nomor 2 Tahun 2016 teatang
Perubabimn Atas Peraturen Daerah Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelavanan Persampahan Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor

2, Tamtahan Lembaran Daerah Kebupaten Lumajang Nomor
79); '
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Peraturan Daerah Kahupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaien Lumajang Noinor 58);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayaran Pesar (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 11, Tembahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5Y);
Peraturan Daersh Kabupaten Lumajang Nomor 1. Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daersh Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor
12, Tambahan Lembaren Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 60);

Peraturan Dacreh Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun
2011 tentarg Retriousi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomeor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas FPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomeor 3,
Tarmbahan Lembaran Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor 3};
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Rumeh Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lwnajang Nomor
62);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumejang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembarar. Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 20.1 Nomor
15, Tumbahiwn Lembaran Dacrah Kabupatcn Lumajang
Nomeor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumejang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 14 ''ahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah Raga (Lcmbararn Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
5014 Nomor 3, Tambahan Lembarar Daerah Kabupsaten
Lumajang Nomar 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi [jin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Dacrah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomer 5 Tahun 2016 tentang
Perubghan Alas Peraluran Daeralh Kabupaten Lumajang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi ljin Mendirikan
Bangunan (Lembarar Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 6, Tambshan Lermbsran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor &9);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Noemeor 17 Tahun
2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomeor €6},
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Perataran Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pemakaian Kekavaan Daerak (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumzjang Tahun 2012 Nomecr 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungen Dinas
Kesechatan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 69)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturen Daerah
Kabupaten Lumajeng Nomor © Tahun 2018 teatang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaien Lumajang
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesenhatan
di Lingkungan Dinas Keschatan Kabupaten Lumajang
(Lembaran Daerch Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor
9);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahurn 2017 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomeor 1, Tambahan
Lemharan Naerah Kabupaten Lumajang Nomor 1);

Peraturan Daerzh Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun
2017 teatang Retribusi Pelayanen Tera/Tera Ulang (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 16}

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG EAGI HASIL PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAII KEPADA DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iri yang dimaksud dengan :

2.

La

Daerah adalah Kakbupaten Lumajang.

Pemerintzhan Daerah  acalah penyclenggaraan  urusan
pemerintzchan  oleh  Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah meaurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuar Republik Indonesia
sebageimmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indosesia Tahun 1945,

Pemerntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,

Bupat: acalah Bugati Lumajang.

Camat adalah Perangzgkat Daerah yang mengepalai wilayah
<erja Kecamatan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
perierintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah kepala pemsrintahan desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.



10,

11,

12.

13.

14,

15.

16.

18,

19,

20,

Desa adalah lkesatuan masyarakat hukum yang memilki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul,
dan; atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturen Dacrah.,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rerncana keuangan takunan
Pemerintahan Desa yvang dibahas dan disetujui Bersama oleh
Pemerintaa Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan
ditetapkar dengan Peraturan Desa.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutrnya
disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang sclanjutnya
disingkat Kcpala BPRD adalah Kepala Badan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lumegjang.

Fejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Dacrali yang sclanutnya discbut dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebzgai bendahara umum daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanutnya
disingkat RKA-SKFD adalah dckumen perencaneaan dan
penganggaran yarg berisi rencans pendapatan, rencana
belenja program dan kegiatan SKPD serla rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD &adalahh dokumecn yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar peleksanaan anggzaran cleh pengguna
anggaran.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daecrah yang terutang oleh orang
pribadi stan hadan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digurakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rekyat.

Retribasi Dacreh, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
mungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
periberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan

Surat Permintaan Pemhbayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adaiah dokuman yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jewab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara
penge uaran untuk mengajukan permirtaan pembayaran.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen vang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggsran untuk penerbitan
SP2D atas bteban pengeluaran DPA-SKPD.
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BAR I
SUMBER DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang menjadi bagian Desa berasal dan Pendapatan Asli
Daerah yang berasal dari pernerimaan Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah

Pzjak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Dacral sesual
ketentuan peraturan perundang-uadangan dikecualikan
Pajak Penerangan Jalan karena sifatnya Earmarking yaitu
hasil pungutannya digunakan untuk pengelolaan penerangan
jalan.

Retribusi Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Retribusi Daerah yang dipungut Pemeriatah Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang - undangar.

BAD 1l
BELANJA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS]I DAERAH

Pasal 3

Ragian dari penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah sebagaimara dimaksud pada ayat (1) sebesar 10%

(sepuluh persen| dari realisesi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daeratb: lahun Serjalan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh desa; dan

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsivne
berdasarkan rcalisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi
dari desa masing — masing.

SKPD Penghasil terkeit menghitung jumlah realisasi
penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing
jenis pencapatan yang dikelolanya den bagian masing-masing
desa sesuai ketentuan vang berlaku dan ditetapkan dalam
Keputusan Bupati sesuai usulan Kepala SKPD yang
bersangkutan dan dikoordinir oleh BPRD.

Keputusan Bupat. sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan dasar dalam penerbitan SPP dan SPM.

Pasal 4

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dianggarkan dalam RKA - PPKD.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4

(1)

(2)

(1)

Belanja bagi hasil sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan DPA - PPKD.

BAB 1V
PENGELOLAAN DANA DAGI 1ASIL
PAJAK DAERAE DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengelolaan bagian desa darl dana bagi hasil pajak daerah
dsn retribusi daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa
selaku pemegang kekxuasaan umum keuangan desa.

Penerimaan dan pengeluaran vang berasal dari dana bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daeran dianggarkan pada
Anggaran Pendapaten dan Belanja Desa (APB-Desa).

Penggunaan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah
Desa darl penerimaan bagi hasil pajak dacrah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan
untuk :

a. Belanja Pemberdayaan Masyaraka: yang digunakan untuk
sosialisasi dan pembinaan wajid pajak dan wajib retribusi
dalam rangka intensifikasi pemungutan paak dazrah dan
retribusi daerah:;

b. Belanje Penyelenggaraan Pemerintah Desa dipergunakan
untuk belanja operasional pemerintan desa dan
penunjang kegiatan peningkatan prasarana fisik dalam
rangka pelayanan umum ysng tidak berbenturan dengan
belanja dari pemerintah pusat/previnsi/kabupaten.

Penetapan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi
dacrah untuk desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 6

Penatausahaan penerimeaan dan pengeluaran dana bagi hasil
pajak daerah dan reiribusi daerah dilaksanakan menurut

ketentuan vang mengatur tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.

Ben.uk pertanggungjawaban atas bagi hasil pajak dacrah dan
ratribusi daerah melalui pertanggungjawaban APB Desa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7
Kepala BFRD mesngajukan permohonan penyaluran dana bagl

hasil pajak dan retriousi dacrah kepada Bupati cq Kcepala
BPKD selalcu PFKD
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Kepaia BPKD menyzlurkan dana bagi hasil pajak daerah dan
relribus: daerah langsung dari Kas Daerah ke Rekening
Pemerintah Desa dengan mekanisme transfer melalui bank.

Kepala Desa wajib mengirimkan bukti penerimaan bagi hasil
pajale daerah dan retrisusi daerah kepada Bupati ca. Kepala
BPRD melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimenya dana bagi nasil pajak daerah dan retribusi
daerah.

Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah
berupa kuitansi bermaterai Rp6000,00 (enam ribu) yang
ditandatangani oleh Kepala Desa.

Penyaluran hagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
dilakukan paling banyak 3 (tiga) tanap.

Kepala BPRD wajib menginfermasikan kepada Camal lentang
penyaluran bagi hesil pajak daerah dan retribusi daerah di
wilavahnya.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

Dalam pencairan bagi hasil pajak daerah dan relribusi
dacrah, desa wajib melampirkan surat pengantar dar
Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat.

Surat Pengentar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk meneruskan permohonan pencairan bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Camat wajib memeriksa kelengkapan berkas permohonan
pencairan sebelum menerbitkan surat pengantar permohonan
percaian.

Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3
meliputi:

a. sural permohonan pencairan;

b. ketepatan jumlah dana yang hendak dicairkan antara yang
terdapst dengan surat permohonan pencairan dengan
informasi yang dikirimkan cleh Kepala BPKD sebagaimana
dimaksud dalam: Pesal 7 ayat (5);

fotokopi rekening koran; dar

. rericana anggarsn biaya.

& 0



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturar. Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundengan Peraturén Bupati ni dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Lumajeng,

Ditetapkan di Lumajang
pada %ﬂ? April 2020

-r-..-' '(,ﬁ" F* S

'*‘1*{ deAJA_NG

HOTHORIOUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
paca tanggal 94 April 2020

Sh, “ARIS DAERAH

" ) u_mm.mNG

NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMCR 2D



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG :BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DZSA

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
SESUAI YANG TERMUAT DIDALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2020

. PAJAK DAERAH

. Pojale Hotel;

. Pajak Restoran;

. Pajak Reklame;

. Pajak Hiburan;

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

. Pajak Parldr;

. Pajak Air Tanah;

. Pajalk Bumi dan Bangunan Perdesgan dan Perkotzan; dan
. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dar. Bangunan.
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3. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan;
Retribusi Penyelengaraan Parkir (Parkir dan Tempat parkir);
Retribusi Pelavanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotcr;
Retribusi Terminal;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Retribusi 1jin Mendirisan Bangunar;
Retribusi [jin Trayek:

. Retribusi Pelayanan Kesehatar:;

11. Retribusi Penyedotan Kakus;

12. Retribusi Menara Telekomunikasi,

13. Retribusi Pelayanan Ters/Tera Ulang; dan

14. Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daerah.
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